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Pendahuluan 

Di akhb tahun 80-an, tatkala muncul tulisan-tulisan tentang 
pemikiran Islam, seperti karya Nurcholish Madjid Islam, Kemodere- 
nan, dan Keindonesiaan (1987), karya Amien Rais Cakrawala Islam 
di Indonesia (1987), karya Djalaluddin Rakhmat Islam Alternatif 
(1988), karya A.M. Syaefuddin Desekularisasi Islam (1989), serta 
karya Kuntowijoyo Paradigma Islam (1991), pikiran mereka ini bisa 
disebut merupakan tonggak dari Islam Inklusif. Sebenarnya, pada 
tahun itu, terdapat juga seorang tokoh Islam inklusif yang mem- 
punyai pengaruh besar, terutama di kalangan Islam tradisionalis, 
namun ia tidak menulis buku, yaitu Abdurrahman Wahid. Dengan 
menyebut beberapa tulisan ini, saya sekedar mengingatkan bahwa 
gagasan Islam inklusif yang kemudian berkembang sampai seka- 
rang, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dan merupakan kelanjut- 
an dari fenomena yang sudah muncul sejak tahun-tahun itu. 

Ada yang menarik di sini bahwa kalau kita membaca pikiran- 
pikiran itu, hampir tidak ada yang tidak mendasarkan paham inklu- 
sivitas Islam itu tanpa mengaitkan dengan dasar-dasar keyakinan 
tauhid. Hal ini disebabkan karena tauhid merupakan suatu doktrin 
yang paling esensial dalam agama Islam dan tidak bisa ditawar. 
Dengan tauhid, mereka yakin bahwa Islam tidak bisa kompromi 
dengan penghambaan dalam bentuk apapun, kecuali kepada mono- 
teistiknya Tuhan. Implikasinya, keyakinan tauhid dalam Islam juga 
merupakan konsistensi bahwa tidak boleh te jadi adanya penindas- 



an dalam bentuk apapun, sampai-sampai Amien Rais menyatakan 
tentang pentingnya Tauhid Sosial, sebuah cita-cita yang menegas- 
kan bahwa Islam adalah agama emansipatoris. Islam tidak bisa me- 
nerima bentuk ketimpangan sosial dan hams memperjuangkan ke- 
adilan sosial yang merupakan ekspresi secara sosial tentang komit- 
men terhadap ajaran tauhid itu. Tokoh s e m a c q  Nurcholish Madjid 
yang mungkin dapat dikatakan, selain Abdurrahman Wahid, pikiran- 
pikirannya paling kuat menjadi referensi Islam inklusif itu, tatkala 
berbicara tentang relativitas pemahaman dan pemikiran Islam atau 
"tidak ada absolutisme di dalam Islam", mereka sesungguhnya 
mendasarkan semua itu pada keyakinan bahwa hanyalah Allah Swt 
yang absolut dan menjadi pemilik kebenaran. 

Alam pemikiran Islam modem yang berkembang di Indonesia, 
memang tidak bermula dari generasi Nurcholish, Amien Rais, dan 
Abdurrahman Wahid. Sebelumnya, orang seperti A. Mukti Ali dan 
Harun Nasution juga menempatkan rasionalitas dalam memahami 
dan mengembangkan pemikiran Islam. Dengan menempatkan akal 
untuk membaca wahyu, sebenarnya Islam Liberal dalam arti ini, 
sudah berkembang di zaman mereka. Akan tetapi, generasi ini 
sesungguhnya lebih menggunakan metodologi ilmu kalam dan 
falsafah untuk mengubah sikap fatalistik dan membuka Islam tidak 
sekedar merupakan identitas kultural, namun bagaimana Islam 
menjadi wacana ilmu pengetahuan dan politik modem. Oleh karena 
itu, gagasan-gagasan mereka sangat mengancam otoritas tradisional 
Islam yang sesungguhnya lebih bersandar pada tradisi serta teks- 
teks Islam yang baku dan ditradisikan. Ketegangan seperti ini, yakni 
perlawanan antara pemikir dan pemegang tradisi dalam Islam 
sesungguhnya merupakan dinamika sejarah. 

Namun di Indonesia, tokoh seperti Harun dan Nurcholish lebih 
dari sekedar meneruskan ketegangan "kaum muda melawan kaum 
tua", mereka juga mewakili kekuatan Islam yang lebih responsif 
terhadap gelombang modemisasi dan modemitas yang te jadi di 
mana-mana. Tahun-tahun di saat A. Mukti Ali, Harun Nasution, dan 
Abdurrahman Wahid muncul, tidak lain adalah tuntutan keadaan 
agar Islam ikut berbicara mengenai isu-isu kemodernan dan 
pembangunan. Suatu zaman yang tidak hanya kekuatan ideologi 
yang bertengkar memperjuangkan utopian social, tapi juga tatkala 
rasionalitas seperti yang dibilang oleh Weber sebagai ukuran dan 
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sekaligus kekuatan modernitas. Tauhid, oleh karena itu, menjadi 
dasar argumentasi tentang pentingnya kemerdekaan berpikir, 
kemerdekaan berkumpul, dan kemerdekaan mengeluarkan pen- 
dapat. Dengan cara ini Islam selain menjadi agama yang rasional 
dan cocok dengan perkembangan ilmu pengetahuan, juga harus 
menjadi agama wacana untuk melakukan persaingan, melakukan 
perlawanan, atau melakukan pemadanan terhadap berbagai 
wacana modem. Apakah itu di bidang gagasan dan konsep-konsep 
politik, konsep-konsep sosial, bahkan dalam perurnusan epistemologi 
baru dalam rangka islamisasi ilrnu pengetahuan. Tokoh seperti A.M. 
Syaefuddin yang menulis Desekularisasi Islam (1989), sangat antusias 
untuk melakukan Islamisasi ilmu ekonomi, bahkan menurut dia itu 
semua karena merupakan konsekuensi dari tauhid sambil men- 
definisikan bahwa displin-disiplin ilmu apalagi dalam bidang 
humaniora dan ilmu-ilmu sosial bahkan alam pikiran dan filsafat, 
telah menyimpang dari moralitas tauhid dan tidak Islami. Tokoh 
seperti Kuntowijoyo yang pikiran-pikirannya sangat bertumpu pada 
ilmu sejarah dan disiplin ilmu sosial, sesungguhnya ingin menjadi- 
kan Islam bukan sebagai ideologi politik yang baku, tapi menyuguh- 
kan paradigma Islam, suatu alternatif dari bangkrutnya paradigma 
modern yang dikernbangkan oleh Barat, yang digali dan disusun 
dari nilai-nilai Islam. Suatu upaya untuk menyusun dan menge rjakan 
sebuah cetak biru yang pilarnya merupakan olahan atau derivasi 
tidak hanya dari nilai-nilai, tapi juga norma-norma bahkan spiritual 
yang Islami. 

Tauhid Sosial dan Modernisme Utopian 

Kita sekarang sedang membicarakan tentang tauhid sosial. 
Pada saat yang sama, kita juga ingin membicarakan tentang 
multikulturalisme sebagai bagian dari perspektif Islam yang inklusif. 
Suatu perspektif yang ingin kita letakkan dalam konteks tentang 
perlunya demokrasi dan  pengakuan terhadap pentingnya 
pluralisme. Saya kira, ini adalah perbincangan yang menarik meski 
juga banyak di dalarnnya wacana yang samar-samar. Tauhid Sosial 
misalnya, kalau ini merupakan khittah agama yang berkaitan tentang 
pengakuan untuk menghormati pluralitas sosial, saya tidak tahu di 
mana kita meletakkan persoalan ini. Sebab itulah salah satu wacana 
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yang mengganggu (terutama saya) tatkala di tahun-tahun 80-an 
gagasan pemikiran Islam Inklusif itu muncul, saat pembangunan 
dilaksanakan oleh rezim Orde Baru, saat modernisasi ternyata 
menghasilkan fragmentasi sosial di mana-mana. Mereka yang 
diuntungkan oleh perkembangan ini jumlahnya sangat sedikit 
sementara ketimpangan sosial jaraknya semakin tajam. Dalam 
keadaaan seperti ini, apakah sesungguhnya yang kita maksud 
dengan Tauhid Sosial? 

Pertanyaan yang sama juga bisa dipersoalkan tatkala kita 
membicarakan tentang pengakuan terhadap perbedaan, terhadap 
keragaman, yang kaum posmodernis sekarang ini menyatakan 
perlunya menjunjung bahkan memuja differance. Waktu tahun 90- 
an, saya kembali belajar antropologi di Arnerika dan saat itulah saya 
mulai berkenalan dengan apa yang sedang berkembang di sana, 
yakni aliran posstrukturalisme atau posmodernisme. Saat itu saya 
mendapat kewajiban akademis untuk membaca 3 (tiga) buku yang 
menjadi referensi klasik sampai sekarang tentang aliran tersebut, 
yaitu bukunya Eagleton (1991), Harvey (1990), dan Jameson (1991). 

Ada beberapa hal yang mereka kritik habis-habisan. Pertama, 
bahwa modernitas yang mengandalkan aka1 atau reason yang 

' menjadi pilar pencerahan sesungguhnya tidak universal dan sangat 
tergantung bagaimana hubungannya dengan kekuasaan. Kedua, 
mereka mengkritik habis-habisan bahwa kepentingan dan cara 
pandang yang menempatkan working class atau buruh sebagai 
basis emansipatoris untuk melawan penindasan, apalagi melalui 
revolusi, temyata hanya merupakan abstraksi dari suatu kategori 
yang ilusif. Kaum posmodemis yang kemudian sangat peduli pada 
differance dan selalu mengatakan bahwa kondisi sejarah yang 
objektif sekarang sangat dipengaruhi oleh kompleksitas dan nuansa 
kepentingan pluralitas budaya dan seterusnya, menurut para penulis 
ketiga buku yang berasal dari kaum Marxis tapi mengkritik Marxis 
ini, menyayangkan bahwa mereka yang menganut posmodemisme 
sekarang menutup-nutupi realitas fragmentasi dan chaotic yang 
mengancam harkat kemanusiaan. Kaum posmodenis, menurut 
mereka, sama sekali kehilangan komitmen moral politiknya karena 
telah mengabaikan pertanyaan political economy dan global power 
dalam menganalisa keadaan. Sekarang ini siapa yang tidak tahu 
bahwa akumulasi aset dan kapital dunia telah memisahkan negara- 



negara kapitalis dengan negara-negara miskin yang stagnan dalam 
upah buruh, rendahnya jaminan sosial, dan rapuhnya perlindungan 
akibat menurunnya organisasi-organisasi perburuhan. Aliran-aliran 
posmodernisme ini memang memberi spirit dan nafas yang 
melegakan tatkala umat manusia sekian puluh tahun hidup dalam 
dam modernisme yang utopian dan dikekang oleh janji-janji dari 
perang ideologi yang berwatak grand narrative. 

Namun demikian, menurut sudut pandang "Islam 
TZ-ansformatif" yang tidak mengandaikan Islam sebagai cetak biru, 
kelemahan yang paling tidak te rjawab oleh kaum posmodernis ialah 
bahwa mereka sama sekali tidak merumuskan bagaimana dan mulai 
dari mana keadaan yang semakin timpang ini harus dirombak (has 
not theory of agency) dan tidak ada kornitmen sosial ke arah mana 
masyarakat hendak ditransformasikan. Islam sebagai kekuatan 
simbolik yang mempunyai makna-makna pembebasan untuk 
memberi arah keadilan sosial, haruslah mendorong agar masyarakat 
lebih toleran dan lebih harmonis dalam kehidupan kultural, biar pun 
kenyataannya dari segi distribusi sosial sangat menyedihkan. 

Possosialisme setelah jatuhnya ideologi ini di Eropa Tirnur, telah 
memunculkan civil society sebagai gerakan alternatif. Namun, 
menurut saya, sebenarnya saat itu tidak berarti munculnya civil 
society (sebagai gagasan lama yang dihidupkan kembali) dengan 
serta merta berarti kita harus menerima kenyataan menangnya 
liberal democracy kapitalis sebagai the "end of history" yang 
menyerahkan keadaan yang timpang dari segi distribusi sosial ini 
dengan obsesi neo-liberalisme yang didasarkan pada civil liberties, 
toleration, dan membangun demokratisasi pada public culture. Atau 
dalam bahasa lain, apakah secara moral dan ideologis, ketimpangan 
ekonomi global yang dihasilkan oleh kapitalisme sekarang ini 
dengan gerakan civil society, kita merasa cukup untuk membasuh 
tangan kita dengan mempe rjuangkan pengakuan "identity politic" 
tehadap kenyataan pluralitas budaya atau multikulturalisme yang 
membungkus te rjadinya marginalisasi sosial? 

Multikulturalisme Transformatif 

Sebagai komitmen terhadap ideologi politik yang dilandasi 
oleh ajaran tauhid, ada kewajiban yang secara esensial (lebih dari 



sekedar politik identitas secara kultural) untuk menempatkan 
emansipasi sosial sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar. Oleh 
karena itu, memang tidak zamannya untuk mempertahankan 
ekonomisme dan juga working class essentialism yang merupakan 
kelemahan utama dari gagasan orthodox marxism. Sekarang ini kita 
harus mengakui tentang pentingnya mencari identifikasi baru 
terhadap subjek kolektif yang memungkinkan tergabungnya 
kekuatan mustadl'afin, yakni berbagai kaum subordinat dalam 
gerakan demokrasi yang lebih radikal untuk memperjuangkan 
emansipasi sosial tersebut. 

Jadi, di sinilah pentingnya pemihakan "Islam ?kansformatifm 
terhadap munculnya the new social movement yang merupakan 
sirnpul gerakan sosial dan bukan gerakan pluralitas kultural semata- 
mata, apalagi memandang cukup pentingnya memperjuangkan 
kesadaran citizenship yang mengutamakan terlindunginya hak-hak 
individualisme. Persoalannya, bagi mereka yang menganut "Islam 
?kansformatif", barangkali bukanlah hams memperdebatkan antara 
yang universalisme versus partikularisme, tapi yang lebih penting 
ialah bagaimana Islam selalu berada memberikan dorongan dan 
arah agar ada kekuatan resistensi secara kolektif, supaya sejarah 
yang tidak adil dalam era kapitalis industri sekarang ini bisa berubah 
melalui perlawanan yang terus menerus, karena adanya kontrol 
moral agama yang kritis terhadap proses degradasi kemanusiaan. 
Jadi, bagi kalangan "Islam ?kansformatif", kepedulian yang paling 
mendasar ialah terbangunnya kekuatan counter-hegemony yang 
merupakan artikulasi dari ragamnya kaurn mustadl'afin dan bukan 
pada perlawanan di masing-masing tempat dalam kesadaran anti 
hegemonik terhadap berbagai relasi kekuasaan. 

Pertanyaan yang masih tersisa, tatkala kita membicarakan 
multikulturalisme dari sudut pandang ideologi politik atau cita-cita 
demokrasi, adalah terkait dengan muatan masing-masing kultur 
atau sub kultur itu sendiri. Di dunia antropologi, sudah sejak lama 
ada kesan untuk selalu melakukan idealisasi terhadap apa yang 
sering disebut sebagai "the local knowledge". Sudah barang tentu, 
dalam era posmodernisme, penghormatan dan pengakuan terhadap 
identitas lokal itu sangat penting. Bahkan, tatkala banyak orang telah 
merasa kehilangan dan tidak ada lagi yang bisa dipegang (sekalipun 
namanya paradigma) setelah jatuhnya grand narrative, di mana- 



mana orang berbicara tentang pentingnya kembali local wisdom 
atau kearifan lokal. Hal ini sungguh romantis, namun pertanyaannya 
apakah setiap wilayah budaya yang bercorak primordialistik sejalan 
dengan prinsip-prinsip demokrasi? Sebab pada awalnya, sebelum 
munculnya teori multikulturalisme pada masa berkembangnya ga- 
gasan kebangsaan (contohnya bagaimana menjadi bangsa Ame- 
rika), proses yang diharapkan dari keragaman budaya di sana ialah 
timbulnya apa yang disebut sebagai melting-pot yang bisa menum- 
buhkan generic culture untuk menjadi pilar nation state. Namun 
kini, tatkala kedaulatan nation state harus diserahkan kepada pasar, 
seperti di Amerika sendiri, secara politik orang melihat betapa 
pentingnya multikulturalisme itu diberi hak tumbuh yang lebih h a t .  

Sebenarnya, bagi saya, kita perlu menempatkan multikul- 
turalisme sebagai hak untuk memperoleh representasi antropologis 
dalam pembentukan bangsa. Apalagi di Indonesia yang sangat 
beragam etnis dan agama ini, representasi antropologis itu hams 
diletakkan dalam perspektif the new social movement yang bertumpu 
pada abstraksi kolektivitas subjek demi memperjuangkan 
emansipasi. Sudah barang tentu ini merupakan keharusan. Sebab 
pengalaman Indonesia selama ini memandang ha1 semacam itu 
sebagai pelanggaran politik budaya yang paling serius. Sepertinya 
selama ini kita memang tidak memberi ruang representasi sama 
sekali terhadap suku-suku bangsa yang secara historis tidak 
memiliki tokoh-tokoh pahlawan nasional. Atau misalnya, dengan 
politik negara yang hanya mengakui 5 (lima) agama resmi, agama 
suku-suku telah dipaksa untuk menyerahkan keyakinan dan sistem 
kepercayaannya kepada agama samawi. Jika multikulturalisme 
diletakkan dalam kaitan ini, barangkali sangat relevan sebagai 
bagian dari the new social movement yang tidak saja berarti penting- 
nya mempe juangkan redistribusi sosial, tapi juga memberi ruang 
munculnya gerakan untuk memperjuangkan cultural struggle 
terhadap diskriminasi kelompok-kelompok minoritas (the Others). 
Saya setuju, di sinilah pentingnya menempatkan isu multikulturalis- 
me itu dalam konteks yang tepat, karena merupakan bagian dari 
abstraksi identitas yang diperluas untuk emansipasi dan tidak 
sekedar dalam pengakuan untuk menerima fakta keragaman yang 
didasarkan pada pertimbangan alami bahwa memang kenyataan- 
nya Tuhan membuat ciptaannya beragam. 
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